PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 80 TAHIN' 2018

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI PURWOREJO,

bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian
hukum dan tertib administrasi serta memberikan
pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Desa dalam pengelolaan Dana Desa, telah
diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor
51 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;

bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan
dan tingkat kebutuhan, maka beberapa ketentuan
dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan
dan penyesuaian kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Desa;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;




Menetapkan :

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2104
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA
ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
DANA DESA.




Pasal I

Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 dalam Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 11 Seri E Nomor 9),
yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Purworejo:

a.
b.
c.

d.

Nomor 13 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2016 Nomor 13 Seri E Nomor 11);

Nomer 13 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2017 Nomor 13 Seri E Nomor 11);

Nomor 10 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2018 Nomor 10 Seri E Nomor 4);

Nomor 51 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2018 Nomor 51 Seri E Nomor 29);

disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(6)

Pasal 28A

Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:

a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) huruf a telah diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari
atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan

c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf ¢ berlangsung
sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak
dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana di RKUD.

Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan
mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan
APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun
anggaran Dberikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum
minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati
menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II
yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN
selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat
minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.



(7) Usulan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan berdasarkan disposisi
Bupati atas permohonan penyaluran kembali Dana Desa yang
ditunda dari Camat.

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 DESEMBER 2018

BUPAT URWOREJO,‘

( E AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

{, SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018 NOMOR 80 SERIE NOMOR 51,



